
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 9 Peraturan Daerah

Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Angga tar. 2Ol4' perlu ditetapkan Peraturan Bupati

BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR ]3 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggujawaban pelaksanaan anggaran

p€ndapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2074;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerahTingkatlldiSul.awesi(IrmbaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan kmbaran ' Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia 'Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Itmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Mengingat
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbalgan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5O49);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor .82, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tatrrbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralcyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO7

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5

Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2O08
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2OO8 Nomor 2l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20O8 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Torqia Tahun 2015 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor I Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2014 Nomor Ol);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol4 (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2014 Nomor 03);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora.ja Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14 (kmbaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor O8);
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27.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun

2Ol4 Nomor 02);
28. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja

Tahun 2014 Nomor 19);

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

DAN BEI./,NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

108.351.608.126

a. Belanja Tidak Langsung

1) BelanjaPegawai Rp376.947.764.497,OO

2\ Belanja Bunga RP 83.166'798'03

3) Belanja Subsidi RP 0'00

4l Belanja Hibah Rp 2.294.000.000,00

5) Belanja RP 2.840.600.000'00
Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Rp 1.654.105.250,00
Hasil

7) Belanja Batuan Rp 11.281.708.152,00
Keuangan

PENJAI}ARAN
PENDAPATAN

l,aporan realisasi anggaran tahun anggaran 2OL4 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Rp 82.506.082.7O9,LL
Daerah

b. Dana Perimbangan Rp566.516.7O3.355,00

c. Lain-lain Pendapatan
yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

RD 757 .374.394.190.70

Rp 0.o0

Jumlah Belanja Tidak Langsung................

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 28.962.926.500,00

2) BelanjaBarang Rp121.999.339.717'5O

dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanj a Langsung.

Jumlah Belanja ..

Surplus/ (Defisit)

8) Belanja Tak
Terduga

Rp395.1O1.344.697,O3

Rp188.362.

Rp339.324.496.964.50

Rp734.425.841.661,53

Rp 22.94a.552.529,17

230.747 -OO
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3. PembiaYaan:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp 72.108.261.305,88

3. 44

Jumlah Pembiayaan Neto"""""""
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

Pasal 2

Pasal 4

I
422 65. 4

8rr-91-370-618-063^61
berkenan

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

pasd f tercantum dalam l'ampiran I Peraturan Bupati ini'

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggarar sebagaimala dimaksud dalam

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi

anggaran.

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasa.l 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini'

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PJraturan Bupati ini dengan penempatannya da-lam Berita Daerah

Kabupaten Tana Toraja.

DitetaPkan di Makale

t4
pada tanggal 4 lrc

PJ. BT'PATI TANA

ioqber 2C15

-**r (

l
i Makale
{ Ilcpenbcr 2C1!

DAERAH KABUPATE N TANA TORAJA,

Drs JUTRI R.ATIDTAI{, U.sl

Diundan
pada tan
SEKR

S KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA",A TAHUN 2OI5 NOMOR .33


